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Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06 /KPU/V/2019 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara
Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang diumumkan
secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul

01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

NIK
Nomor Hp

2. Nama
Jabatan

Alamat Kantor

NIK

Nomor Hp

Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Ketua Umum Partai Golongan Karya

JI. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, RT 02 /
RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11480, Indonesia

: 3174070110620004

0818182268

Lodewijk F. Paulus

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya

: JI. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, RT 02 /

RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11480, Indonesia

3175042707570006

0811631981



Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya, dan Calon
anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan :

- Daerah Pemilihan DPRA Provinsi Aceh 1 Calon Anggota Legeslatif
Partai Golkar. Teuku Juliansyah D (Calon anggota DPRA Provinsi
Aceh Dapil 1 (Satu) Nomor urut 2 Kabupaten/Kota (Banda Aceh,
Sabang, Aceh Besar)).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/GOLKAR/V/2019, tanggal
22 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H,M.H.
ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.
TB. FAISAL HAMDAN, S.H.

BENI ARBI BATU-BARA, S.H.

IRWANSYAH PUTRA, S.H, M.Kn.

MORA SONANG MARPAUNG, S.H.

HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.
TAMREN SIREGAR, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU
Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai
GOLKAR Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/1/2019, yang beralamat di
Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Dalam hal
ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.................oooiiiiii Pemohon

Terhadap :
Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor

29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai............ccccoeeviveeiiiiii Termohon

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRA
Provinsi Aceh Tahun 2019, Dapil Aceh 1 (Banda Aceh, Sabang, Aceh

Besar) No. Urut 2 a.n Teuku Juliansyah D terkait dengan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V /2019
tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, 21 Mei 2019 Jam
01:46 WIB, (Vide Bukti P-4. 1), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,antara lain,

untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU MK)dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang

hasil pemilihan umum;

¢. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU
Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta
Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi:



d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V /2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan

PHPU anggota DPRK Banda Aceh yang Pemohon maksud.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon
adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal
74 ayat (2) huruf ¢ UU MK, permohonan hanya dapat diajukan
terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara
nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi
perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu

daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara
Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU
anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk
pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK  baik

perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik

yang sama;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.Pemohon
adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan
Nomor Urut 4, (Vide Bukti P-4.2),

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dj atas, Pemohon mempunyai
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V /2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU
Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan
dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x
24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan
perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional
oleh KPU;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;

Bahwa  Pemohon  mengajukan permohonan  penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah
Konstitusi pada Pada Hari Jum’at tanggal 24 Mei 2019, pukul
00:02:34 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang
waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada

perolehan kursi anggota DPRA Provinsi Aceh pada Daerah Pemilihan
Aceh 1 (Satu) adalah sebagai berikut.

PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 1.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALEG PARTAI
GOLKAR Teuku Juliansyah D (Calon anggota DPRA Provinsi
Aceh Dapil 1 (Satu) Nomor urut 2 Kabupaten/Kota (Banda Aceh,
Sabang, Aceh Besar)).

Pemohon dari Partai Golkar akan menjelaskan selisih perolehan
suara disertai dengan alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang

dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon
Untuk Caleg Partai Golkar a.n Teuku Juliansyah D Untuk
Pengisian Keanggotaaan DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 1.

Penghitungan Sebenarnya berdasarkan Form C1-DPRA dan

Terjadi Penggelembungan serta Pengurangan Perolehan Suara
Pada Form DA1-DPRA.



JUMLAH

NO | KECAMATAN DESA/TPS PORM CLRER. s sres
T: ANSARI T. ANSARI
JULIANSYAH D No. JULIANSYAH D No.
No. Urut 2 Urut 4 No. Urut 2 Urut 4
1 2
DESA LAMTEUBA
1| SEULIMUEM DRO TPS 3 g o (Sebenarnya 2 | (Sebena
Suara) rnya 0
suaraj
SEULIMUEM BUGA TPS 01 0 4
0 15
BUGA TPS 02 0 6 (Sebena
rnya 10
Suara)
DARUL ULEE LHUENG
2 | IMARAH TPS 02 . 4 . :
(Sebena
rnya 1
Suara)
LAMPEUNEUREUT 0 2
GPTPS 1
LAMPEUNEUREUT 1 1
GP TPS 2 1 ol
LAMPEUNEUREUT (Sebena
GP TPS 3 rmya 3
Suara)
3 | JANTHO TEREUBEH TPS 1 0 1
TEREUBEH TPS 2 4 7
TEREUBEH TPS 3 1 2
6 52
TEREUBEH TPS 4 1 13 (Sebena
rnya 23
Suara)
BUKET MUSARA
JANTHO TPS 01 1 4
BUKET MUSARA 1 6
TPS 02 2 15
BUK]’EIZ‘T MUSARA 0 0 (Sebena
PS 03 rnya 10




Suara)
JANTHO BAREUH TPS 01 3 22 1
BAREUH TPS 02 0 1 3 -
(Sebena
rnya 23
Suara)
JANTHO JANTHOOBIARU TPS 5 -
JANTHO BARU TPS
0 0
02
1 67
JANTHO BARU TPS i 20 (Sebena
03
rnya 42
Suara)
PEUKAN
BADA LAMTEH TPS 01 3 3
3 4
LAMTEH TPS 02 0 0
(Sebena
rnya 3
Suara)
PEUKAN
et AJUEN TPS 01 2 3
AJUEN TPS 02 0 2
AJUEN TPS 03 4 1 i 18
AJUEN TPS 04 4 1 (Sebenarnya | (Sebena
AJUEN TPS 05 4 0 20 Suaraq) rmya 12
AJUEN TPS 06 1 2 e
AJUEN TPS 07 5 3
34 215
38 127 (-4) (+88)
Penghitungan Suara
TOTAL gy

Penghitungan Suara
Yang Benar

Setelah Terjadi
Pengurangan dan
Penggelembungan

a. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.

Seulimuem Desa. Lamteuba Dro Tps. 3 terjadi perubahan jumlah




suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-DPRA dj setiap Desa
pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat adanya pengurangan
suara caleg nomor urut 2 sebanyak 1 (Satu) Suara dan terjadi
penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor urut 4
sebanyak 2 (Dua) suara, (Vide Bukti P-4.3) dan (Vide Bukti P-4. 7);

. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.
Seulimuem Desa. Buga Dro Tps. 1 dan 2 terjadi perubahan jumlah
suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-DPRA di setiap Desa
pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat adanya
penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor urut 4
sebanyak 5 (Lima) suara, (Vide Bukti P-4. 3) dan (Vide Bukti P-4.8)-
(Vide Bukti P-4.9);

. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DAI- DPRA Kec.
Darul Imarah Desa. Ulee Lhueng Tps. 2 terjadi perubahan jumlah
Suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-DPRA di setiap Desa
pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat adanya
penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor urut 4
sebanyak 7 (Tujuh) suara, (Vide Bukti P-4.4) dan (Vide Bukti P-
4.10);

. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.
Darul Imarah Desa. Lampeunereut Gampong Tps. 1, 2 dan 3
terjadi perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form.
C1-DPRA di setiap Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat
adanya penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor
urut 4 sebanyak 4 (Empat) suara, (Vide Bukti P-4.4) dan (Vide
Bukti P-4.11)- (Vide Bukti P-4.12);

. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DAI- DPRA Kec.
Kota Jantho Desa. Teureubeh Tps. 1, 2, 3 dan 4 terjadi
perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-
DPRA di setiap Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat

adanya penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor
urut 4 sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) suara, (Vide Bukti P-



4.5) dan (Vide Bukti P-4.13)- (Vide Bukti P-4.14)- (Vide Bukti P-
4.15)- (Vide Bukti P-4.16);

Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Keec.
Kota Jantho Desa. Buket Meusara Tps. 1, 2, dan 3 terjadi
perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-
DPRA di setiap Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat
adanya penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor
urut 4 sebanyak 10 (Sepuluh) suara, (Vide Bukti P-4.5) dan (Vide
Bukti P-4.17)- (Vide Bukti P-4.18)- (Vide Bukti P-4.19);

. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.
Kota Jantho Desa. Buket Meusara Tps. 1, 2, dan 3 terjadi
perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-
DPRA di setiap Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat
adanya penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor
urut 4 sebanyak 10 (Sepuluh) suara, (Vide Bukti P-4.5) dan (Vide
Bukti P-4.17)- (Vide Bukti P-4.18)- (Vide Bukti P-4.1 9);

. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DAI- DPRA Kec.
Kota Jantho Desa. Bareuh Tps. 1, dan 2 terjadi perubahan jumlah
suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-DPRA di setiap Desa
pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat adanya
penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor urut 4
sebanyak 10 (Sepuluh) suara, (Vide Bukti P-4.5) dan (Vide Bukti
P-4.20)- (Vide Bukti P-4.21);

Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.
Kota Jantho Desa. Jantho Baru Tps. 1, 2, dan 3 terjadi
perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-
DPRA di setiap Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat
adanya penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor
urut 4 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) suara, (Vide Bukti P-4.5)
dan (Vide Bukti P-4.22)- (Vide Bukti P-4.23)- (Vide Bukti P-4.24);
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J. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.
Peukan Bada Desa. Lamteh Tps. 1 dan 2 terjadi perubahan
jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-DPRA di setiap
Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat adanya
penambahan/penggelembungan suara bagi caleg nomor urut 4
sebanyak 1 (Satu) suara, (Vide Bukti P-4. 6) dan (Vide Bukti P-
4.25)- (Vide Bukti P-4.26);

k. Bahwa pada tabel huruf A diatas, pada kolom Form. DA1- DPRA Kec.
Peukan Bada Desa. Ajuen Tps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 terjadi
perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1-
DPRA di setiap Desa pada Kecamatan tersebut diatas, terlihat
adanya pengurangan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 3
(Tiga) Suara, dan terjadi penambahan/penggelembungan suara
bagi caleg nomor urut 4 sebanyak 3 (Tiga) suara, (Vide Bukti P-
4.6) dan (Vide Bukti P-4.27)-(Vide Bukti P-4.28)(Vide Bukti P-4.29)-
(Vide Bukti P-4.30)-(Vide Bulkti P-4.31)(Vide Bukti P-4.32){(Vide
Bukti P-4.33);

I. Bahwa terhadap tidak sesuainya perhitungan perolehan suara pada
Form. DA1-DPRA Kabupaten Aceh Besar Dapil Aceh 1 yang
seharusnya mengikuti perolehan suara sesuai Form. C1-DPRA
Kabupaten Aceh Besar Dapil Aceh 1, hal tersebut telah merugikan
Pemohon terhadap perolehan suara Caleg atas nama Teuku
Juliansyah D (Calon anggota DPRA Provinsi Aceh Dapil 1 Nomor

urut 2.

m. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya Pengurangan
atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut, dimana
seharusnya Caleg DPRA Partai Golkar Dapil Aceh 1 Nomor Urut 2 a.n
Teuku Juliansyah D berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi
hasil perolehan suara terbanyak dan menduduki urutan pertama
total perolehan suara terbanyak. Namun dikarenakan telah terjadi
pengurangan dan pemindahan suara pada Form. DAI1-DPRA
sebagaimana Tabel. A diatas, Maka pada Form. DBI1-DPRA
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menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara menjadi menduduki
urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Partai Pemohon

Untuk Pengisian Keanggotaaan DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 1.

. Bahwa pada sisi lain, pengubahan atau pengurangan hasil perolehan
suara tersebut telah menguntungkan Caleg DPRA Partai Golkar Dapil
Aceh 1 Nomor Urut 4 atas nama Ansari Muhammad. S.Pt., M.Si
yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi
perolehan suara terbanyak dan kini berdasarkan Form. DB1-DPRA
Provinsi Aceh Dapil Aceh 1 menduduki urutan pertama perolehan

suara terbanyak;

Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim
Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk
mengembalikan seluruh suara Caleg DPRA Partai Golkar Dapil Aceh
sebagaimana semestinya sesuai dengan Form. C1-DPRA Kabupaten

Aceh Besar yang Pemohon jadikan alat bukti dalam permohonan ini.

. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang Pemohon
Jjelaskan dan lampirkan besar harapan Pemohon agar permohonan ini
dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan besar harapan Pemohon

untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini.

. Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi
yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk dapat
menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Untuk
Pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 1 (Banda Aceh,
Sabang, Aceh Besar) terhadap Caleg Partai Golkar a.n Teuku
Juliansyah D (Calon anggota DPRA Provinsi Aceh Dapil 1 Nomor urut
2;
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V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut.
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, bertanggal 21 Mei 20109, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan
anggota DPRK Banda Aceh dan untuk hasil perhitungan suara

Sepanjang Daerah Pemilihan -

a. Partai GOLKAR Untuk Pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh
Dapil Aceh 1 (Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar);

b. Menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Anggota Legeslatif
DPRA Provinsi Aceh Partai Golkar Sepanjang Dapil Aceh 1
(Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar) Terhadap Caleg Partai
Golkar a.n Teuku Juliansyah D (Calon anggota DPRA Provinsi
Aceh Dapil 1 Nomor urut 2.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terhadap Pemohon
untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 1
(Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar), sebagai berikut :

3.1 Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar Caleg Partai
Golkar DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 1 (Satu), Sesuai
Dengan Form Model C.1-DPRA Kabupaten Aceh Besar :
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JUMLAH
NO | KECAMATAN DESA/TPS YORE GLEERA P EIRA
T. ANSARI T ANSARI
JULIANSYAH D No. JULIANSYAH D No.
No. Urut 2 Urut 4 No. Urut 2 Urut 4
1 2
DESA LAMTEUBA
; SEULIMUEM DRO TPS 3 2 (Sebena
(Sebenarnya 2
Suara) rnya 0
suara)
SEULIMUEM BUGA TPS 01 0 4
0 15
BUGA TPS 02 0 6 (Sebena
rnya 10
Suara)
2 DARUL ULEE LHUENG 0 0 7
IMARAH TPS 02
(Sebena
rnya 1
Suara)
LAMPEUNEUREUT 0 9
GP TPS 1
LAMPEUNEUREUT 1
GP TPS 2
1 7
LAMPEUNEUREUT
(Sebena
GP TPS 3 rnya 3
Suara)
3 | JANTHO TEREUBEH TPS 1 0
TEREUBEH TPS 2 -4 7
TEREUBEH TPS 3 1 2
6 52
TEREUBEH TPS 4 1 13 (Sebena
rnya 23
Suara)
BUKET MUSARA
JANTHO TPS 01 1 4
BUKET MUSARA 1 6
TPS 02 2 15
BUKET MUSARA 0 0 (Sebena
TPS 03 rnya 10
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Suara)
JANTHO BAREUH TPS 01 3 22
BAREUH TPS 02 0 1 X h
(Sebena
rnya 23
Suara)
JANTHO JANTHOOI31ARU TPS 0 20
JANTHO BARU TPS
0 0
02
1 67
JANTHOOIiARU TPS 1 20 (Sebena
rnya 42
Suara)
PEUKAN
BADA LAMTEH TPS 01 3 3
3 4
LAMTEH TPS 02 0 0
(Sebena
rmya 3
Suara)
PEUKAN
BADA AJUEN TPS 01 2 3
AJUEN TPS 02 0 2
17 15
AJUEN TPS 03 4 1
AJUEN TPS 04 4 1 (Sebenarnya (Sebena
AJUEN TPS 05 B 0 20 Suara) rnya 12
AJUEN TPS 06 1 2 e
AJUEN TPS 07 5 3
34 215
38 127 -4) (+88)
Penghitungan Suara
TOTAL Penghitungan Suara Setelah Terjadi
Yang Benar Pengurangan dan
Penggelembungan

4. Memerintahkan

melaksanakan putusan ini.

kepada

Komisi

Pemilihan

Umum  untuk
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Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hulkum Pemohon

ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H,M.H.

ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.

TB. FAISAL HAMDAN, S.H.

BENI ARBI BATU-BARA, S.H.

IRWANSY. PU » S.H, M.Kn.

MORA SONANG MARPAUNG, S.H.

HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.

TAMREN SIREGAR, S.H.
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